
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat H Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil . Negara (Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014·Nomor 6, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
ln.donesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
ln.donesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

a. babwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansl 
pernerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Kendari; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang 
Penyederhanaan St.ruktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Unt.uk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wali.kota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 
Jnformatika Kota Kendari; 

Mengingat 

Meni.mbang 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALIK.OTA KENDARI 

NOMOR l.D TAHlJN 2022 

TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA KENDARI, 

WALIKOTA KENDARI 

• 



5. Peraturan Pem.erintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telab diubab dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintab Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah [Lcrnbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Man.ajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 6037) 
sebagimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ?.O 17 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeti Nornor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tabun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nornor 
14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nornenklatur 
Perangkar Daerah Ridang Komunikasi dan lnformatika 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1308); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nornor 17 Tahun 2021 tcntang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nornor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telab diubah beberapa 
kati terakbir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Pcraturan Dacrah Nomor 5 Tah un 20 16 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11 ); 

-2- 



(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
diklasifikasikan atas tipe B. 

Bagian Ketiga 
Tlpe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

Nomenklatur perangkar daerah kota kendari sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. 

Bagian Kedua 
Nonienklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 

Perangkat Daerah Kota Kendari yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian diwadahi dalam 
bentuk Dinas. 

Bagian KetSatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

Pasal 2 

BABll 
BENTUK, NOMENKLATUR D.Alf TIPE PERANGK.AT DAERAH 

Dalam Peraruran Walikota ini, yang climaksud dengan. : 
1. Kota adalah Kota Kendari, 
2. Pemerintah Daerab adalah Walikota dan Pcrangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan 
urusan pemerinraban yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota 
Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerab Kota Kendari, 
5. Dinas adalab Dinas Komunikasi dan lnformatika Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Kendari. 
7. Unit Pclaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjaog terteniu. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. sue Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja. 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI 
DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Mengingat 

MEMUTUSKAN : 
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Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 8 

( 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mernpunyai tugas pokok 
memimpin, rnengatur, rnerumuskan, mernbina, mengawasi, 
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan 
pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pernerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi 
dan informatika sesuai deugan kewenangannya. 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(I) Susunan Organi.sasi Dinas, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 
d. Bidang Penyelenggaraan E-Govemment; 
e. Bidang Tek.nologi lnformasi, Komunikasi dan Persandian; 
f. Unit Pclaksana Teknis Daerah; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dinas Komunikasi dan fnformatika merupakan unsur pelaksana yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 6 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagi.an Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang Komunikasi dan lnformatika, 

(3) Penentuan intensitaa penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), clilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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Bagian Kedua 
Bagian Sekretarlat 

Pasal 9 

{l) Sekretariat dipimpin oleb seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf 
yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
komunikasi dan Tnfonnatika. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan 

informatika; 
b. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang komunikasi dan 

informatika; 
c. pembinaan, pengawasan dan pengeodalian dalam bidang komunikasi 

dan informati.ka; dan 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas 

pokok dan fungsi. 
(3) Rincian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Inforrnatika sebagai berikut : 

a. mernbuat rencana kegiatan/program kerja dinas; 
b. mengatur, menclistribusikan dan mengkoordinasikan serta 

mengendalikan tugas bawahan; 
c. memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasau kepada 

bawahan; 
d. merumuskan rencana strategi dan program kerja dinas yang sesuai 

dengan visi dan misi kota Parepare; 
e. menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang 

komunikasi dan informatika; 
f. rnelaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat di 

bidang komunikasi dan informatika; 
g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan 

komunikaei publik, penyelenggaraan e-governrnent dan Leknologi 
infonnasi dan komunikasi: 

h. menyusun rencana dan program di bidang bidang Informasi dan 
komunikasi publik, penyelenggaraan e-government dan teknologi 
informasi dan komunikasi: 

i. merumuskan kebijakan penerapan smart city; 
j. merumuskan rencana pen.gembangan E-Govemment Kota Parepare; 
k, mengkoordinasikan perumusan dan pengembangan sistem 

manajemen komunikasi dan informatika pemerintah daerah sesuai 
clengan kebutuhan.; 

l. mengkoordinasikan pemberian izin kantor cabang dan loket 
pelayanan operator; 

m. mengkaji dan mempersiapkan bahan persetujuan izin prinsip 
pendirian bangunan menara telekomunikasi, gaJian untuk keperluan 
penggelaran kabel komunikasi, usaha Perdagangan alat perangkat 
komurnkasi dan instalasi penangkal petir serta instalasi genset 
melalui Tim rekomendasi Pemerintah Daerah; 

n. rnelaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi 
lain di bidang komunikasi dan informatika; 

o. menilai prestasi kerja Sekretaris dan para Kepala Bidang dalarn 
rangka pembinaan clan pengembangan karir: 

p. melakukan Koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi 
dan sinkronisasi; dan 

q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan mernberi saran dan 
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok clan fungsi. 
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(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas po.kok 
melaksanakan pclayanan administrasi umum dan kepegawaian, 
perlengkapan serta administrasi surat menyurar dim barang inventaris 
Kantor. 

Pasal 11 

Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 

Pasal 10 

(2) (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan 
kegiatan ketatausahaan meliputi admioistrasi umum, kepegawaian, 
surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan dan 
keuangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi : 
a. perurnusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan 

dan pelaporan serta keuangan; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasl 

umum, kepegawaian, perencanaan dan peogelolaan keuangan dan 
aset serta evaluasi dan pelaporan; 

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, peogawasan program 
dan kegiatan sub bagian; 

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian 
pelaksanaan urusan kcpcgawaian dinas; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok 
dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut: 
a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan 

mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, 
keuangan dan perlengkapan; 

b. menyusun kegiatan administrasi sebagai pcdoman pelaksanaan 
tugas; 

c. mengclola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayan.an teknis dan 
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam Jlngkup dinas; 

d. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum; 
e. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian; 
I. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan 

keuangan dan aset; 
g. mengelo1a dan mengkoord inasikan urusan perlengkapan; 
h. melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan 

adminisrrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset; 
i. menginventarisir permasalahan-perrnasalahan dan menyiapkan 

data/bahan pemecahan rnasalah sesuai bidang tugasnya; 
J. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pernerintah {LAKIP); 
k. menilai prestasi kerja para kepala Sub Bagian dalam rangka 

pcmbinaan dan pengembangan karir; 
I. Melaku.kan Kcordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka .integraai 

dan sinkronisasi; dan 
m, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan mernberi saran dan 

pertimbangan .kepada pirnpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
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(l) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksucl dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas pokok menyusun 
dan membuat program kerja clan pengelolaan keuangan dinas serta 
rnelaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan. 

(2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah. clan bertanggung jawab kcpada Sekretaris. 

(3) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayar (1 ), 
Kcpala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 
rnenyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan kebija.kan teknis sub bagian; 
b. pelaksanaan program. dan kegiatan; 

Pasal 12 

(2) Sub Bagian Administrasi Umurn dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (lJ, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada cli 
bawah clan bertanggungjawab kepada Sekreta.ris. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Ad.m:inistrasi Umum dan Kepegawalan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian; 
b. pelaksanaan program dan kegiatan; 
c. pernbinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program clan kegiatan dalarn lingkup sub bagian; 
d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub 

bagian;dan 
e. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan plmpinan scsuai tu gas pokok 

clan fungsi. 
(4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum clan Kepegawaian 

sebagai beri.kut: 
a. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan 

admln i strasi kepegawaian; 
b. mengelola dan melaksana.kan urusan ketatausahaan dan kearsipan 

din as; 
c. melaksanakan urusan administrasi dan pembinaan, pengawasan 

kepegawaian dilingkungan dinas; 
d. melaksana.kan tugas humas dan keprotokoleran dan perjalanan dinas ; 
e. melaksanakan urusan rurnab tangga dinas; 
f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang 

inventaris /aset kantor, baik yang bergerak maupun _yang tidak 
bergerak; 

g. menginvenrarisast permasalahan-permasalahan dan menyiapkan 
data/bahan pemecahan masalah scsuai bidang tugasnya; 

h. melaksanakan evaluasi clan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 
dan program sub bagian a.dministrasi umum dan kepegawaian; 

i. menyusun formasi jabatan, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana 
urusan administrasi dan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; 

j. Melaksanak.an analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas. 
k. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangaa karir; 
l. Melakukan Koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi 

dan sinkronisasi; dan 
m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 

pertimbangan kepada pimpinan sesuai tu gas pokok dan fungsi. 
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(l) Bidang lnformasi dan Komunikasi Publik bertugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian birnbingan teknis dan 
supervisi, serta pernantauan, evaluaai, dan pelaporan di bidang 
pengelolaan komu.niasi puhlik, di lingkup pernerintah daerah, 
pengelolaan informasi untu.k mendukung kebijakan nasional dan 

Pasal 13 

Baglan Ketiga 
Bldang Informasi dan Komunikasi Publlk 

c. pembinaan, pengkoordinaeian, pengendalian dan pengawasan 
program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; 

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub 
bagian;dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok 
dan fungsi. 

(4) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan sebagai 
berikut: 
a. melaksanakan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat 

program jangka pendek maupun jangka menengah; 
b. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta 

sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional kantor: 
c. menyusun daftar usulan kegiatan: 
d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kegiatan 

Anggaran / Dokumen Pelaksanaa Anggaran rJ iua s; 
e. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan 

penggajian; 
f. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, 

tata laksana dan pengelolaan keuangan dinas; 
.g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas; 
h. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program 

kerja dan kegiatan dinas; 
i. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

din as; 
j. memberikan saran/perti.mbangan dalam rangka perbaikan 

program/kegiatan; 
k. mengkoordinasikan data bahan evaluasi serta pelaporan program clan 

kegiatan dinas; 
l menyusun dan mernbuat Laporan Akuntabilitas Kinetja Instansi 

Pemerintah (LAKJP); 
m. menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tah unan; 
n. melakukan inventarlsasi terhadap permasalahan-permasalahan yang 

menghambat pelaksanaan Lugas dan fungsi dinas dan memberikan 
solusi pemecahannya; 

o. melaksanakan evaluasi dan rnenyusun laporan basil pelaksanaan 
kegiatan dan program; 

p. rnenyiapkan data pendukung {suplemen) penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

q. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan clan 
pengembangan karir; 

r. melakukan Koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi 
dan sinkronisasi; dan 

s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan 
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
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(l) Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat ( l ), Kepala Bidang Informasi dan Komuniasi Publik 
menyelenggarakan fungsi · 
a. pelaksanaan kebi.jakan teknis bidang; 
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang; 
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan dalam lingkup bidang; 
d, pela.ksa.naan evaluasi program dan .kegiatan dalam lingkup bidang; 

dan 
e. pelaksanaan rugas lain yang diberikan pirnpinan sesuai tugas pokok 

dan fungsi.; 
(2) Rincian tugas Bidang Informasi dan Kornunikasi Publik sebagai berikut : 

a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing- 
masing Sub Koordinator; 

b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; 
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; 
d. rnenyiapkan perumusan kebijakan dibidang informasi dan 

komunikasi publik; 
e. melaksanakan pengkajian pembangunan daerah bidang jnformasi 

dan komunikasi publik; 
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 

pengelolaan dan penyebaran infonnasi publik dan data statistik 
sektoral, serta peningkatan pcran media publik ; 

g. rnenyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 
pengelolaan dan penyebaran informasi publik dan data statistik 
sektoral, serta peningkatan peran media publik; 

h. rnenyiapkan baban pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik dan data 
statistik sektoral, serta peningkatan peran media publik secara 
berkala; 

i. melakukan pemantauan, evatuasi, clan pelaporan di bidang 
pengelolaan dan penyebaran in formasi publik dan data statistik 
sektoral, serta pen.ingkatan peran media publik; 

j. merumuskan dan melaksanakan kebija.kan teknis pelayanan 
komunikasl dan informatika pemerintah kepada masyarakat melalui 
pemanfaatan teknologl media komunikasi dan informasi; 

k. rnelakukan pengkajian penyebarluasan informasi atau sosialisasi 
kebijakan dan program pembangunan daerah; 

!. memfasilitasi dan mengkomunikasikan kegiatan program kerja 
pemerintah daerab melalui berbagai media komunikasi yang 
dilaksariakan Jembaga/badan dan ormas; 

m. melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi .kegiatan 
pernbangunan daerah di bidang komunikasi dan informasi; 

n, menilai prestasi kerja Para Sub l<oordinator dilingkungannya dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan karir; 

o. Melakukan Koordinasi dcngan pejabat terkait dalam rangka integrasi 
dan sinkronisasi; dan 

Pasal 14 

pemerintah daerah, pengelolaan media publik serta pelayanan informasi 
publik, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan statistik. 

(2) Bidang Informasi dan Komunikasi. Publik sebagaimana dimaksud pada 
ayat {l ), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
be.rtanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 
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(I) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 16 ayat (1), Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government 
rnempunyai fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis bidang; 
b. penyelengga.raan program dan kegiatan bidang; 
c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan Sub Koordinator dalam lingkup bideng; 
d. penyelengga.raan evaluasi program dan kegiatan Sub Koordinator 

dalam lingkup bidang; dan 
e. pelaksanaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan 

fungsi. 
(2) Rincian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Oovernment sebagai 

berikut : 
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing- 

masing Sub Koordinator; 
b. mengatur , mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; 
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; 
d. memeriksa hasil kerja bawahan; 
e. merumuskan kebijakan dalarn penyelenggaraan e-governrnent; 
f. melaksanakan penyia_pan baha.n perumusan kebijakan di bidang 

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Gcnerik, Spesifik 
dan Suplemen yang terintegrasi, 

g. melaksanakan pcnyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan 
Kornunikasi Smart City. 

h. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi 
lembaga, pelayanan publik dan kegiatan; 

PasaJ 17 

( l) Bidang Penyelenggaraan E-Govemment mempunyai tugas pokok 
melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 
pemberian bimbingan teknis dan supervrsi, serta pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengernbangan dan 
Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang 
terintegrasi, Penyelenggaraan E-kosistem TU{ Smart City, Layanan 
Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik serta 
kegiatan, Government Chief Information Officer (GCJO) di Pemerintah 
Daerah. 

(2) Bidang Penyelenggaraan E-Govemment sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris 

Pasal 16 

Bagian Keempat 
Bidang Penyelenggaraaan E-Govemment 

Susunan Organisasi Bidang Inforrnas! dan Komunikasi Publik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 15 

p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan membcri saran dan 
perti.mbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. 
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(1) Dalam menyelenggarakan rugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
Pasal L9 ayat (1), Kepala Bidang Teknologi lnformasi Komunikasi dan 
Peraandian mempunyai fungsi : 
a. penyusuoan kebijakan teknis bidang; 

Pasal 20 

(1) Bidang Teknologi Tnformasi Komunikasi dan Persandian mempunyai 
tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pembcrian 
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, disaster 
recovery center & TJK, Jayanan pengembangan Intranet, penggunaan 
akses internet dao Persandian. 

(2) Bidang Teknologi lnforrnasi Kornunikasi dan Persandian sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (lJ, dipirnpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
beracla di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris 

Pasal 19 

Baglan Kelima 
Bidang Teknologi Informasi Komunika&i 

clan Persa.ndian 

Susunan Organisasi Bidang Penyelenggaraan E-Govemment sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 18 

i. melaksanakan Penyelenggaraan Government Chief Information Officer 
(GClOJ Pemerintah Daerah; 

j. menyusun rencana dan program kerja di bidang pernbangunan dan 
pengembangan sistem komunikasi dan informatika; 

k. menyiapkan standard prosedur pembangunan dan pengembangan e­ 
government yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan 
sumber daya manusia; 

I. mcnyusu.n peta dan arsitektur rencan Sistem Pemerintaban Berbasis 
Elektronik (SPBEI: 

m. memberikan bimbingan teknis di bidang 'penyelenggaraan e­ 
govemment di lingkungan Pemerintah Kota Kendari; 

n. melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan 
produktif; 

o. melaksanakan kerja sama dibidang teknologi komunikasi dan 
informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta 
pemanfaatan sistem komunikasi dan informatika pemerintah daerah; 

p. melaksanakan koordinasi dan pengembangan antara lembaga 
informasi komunikasi guna meningkatkan efesiensi, efektivitas, 
transfortasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 
implementasi E-Govemment; 

q. menilai prestasl kerja para Sub Koordinator dilingkungannya dalarn 
ro.ngka pembinaan dan pengernbangan karir; 

r. Melakukan Koordinasi dengan pejabat terkait daJam rangka tntegrasi 
dan sinkronisasi; dan 

s, rnern buat laporan basil pelaksanaan tu gas dan memberi saran dan 
pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok clan Iungsi. 
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(I) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas ; 
a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang hesar dengan 

jumlah beban kerja 10.000 atau lebihjam kerja efeklif per tahun; tlan 
b. 1JPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 

beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam 
kerja efektif per tahun; 

(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (I.) ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertuhs 
kepada Gubemur selaku Wakll Pernerintah Pusat. 

Pasal 22 

Baglan Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Susunan Organisasi Bidang Teknologi Inforrnasi Kornunikasi dan Persandian 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 21 

b. penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; 
c. pernbinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program 

dan kegiatan dalam lingkup bidang; 
d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup 

bidang; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok 

dan fungsi. 
(3) Rincian tugas Kepala Bidang Tcknologi lnformasi Komunikasi dan 

Persandian sebagai berikut : 
a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing- 

masing Sub Koordinator; 
b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan; 
c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan; 
d. memeriksa basil kerja bawahan; 
e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

layanan infraatuktur dasar data center, disaster re(',0uery center & TfK; 
f, melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet; 
g. melaksanakan Jayanan manajemen data dan informasi e-Goveniment, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan; 
h. rnelaksanakan layanan keamanan informasi e-Gouernment; layanan 

sistem komunikasi intra pemcrintah dacrah, dan persandian; 
i. menilai prestasi kerja para Sub Koordinator dilingkungannya dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan karir; 
j. rnelakukan Koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka integrasi 

dan sinkronisasi; dan 
k. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang cliberikan pimplnan sesuai tugas 

pokok dan tungst. 
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(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah yang dtperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam linglrungan satuan kerja 
bertanggung jawab rnemimpin dan mcngoordinasikan bawahannya serta 
mernberikan bimbingan dan perunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

Pasal 27 

Dalarn melaksanakan tugas setiap pirnpinan dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan organisaai di 
lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan 
tugas maaing-masing. 

Pasal 26 

BABV 
TATAKERJA 

{I) Kelompok Jabalan Fungsional sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15, 
Pasal 18 dan Pasal 21 terdiri dari sejurnlah Aparatur Sipil Negara dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
bidang keahliannya. 

(2) Jaoacan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clipimpin oleh 
sub koordinator sesuai dcngan ruang lingkup bidang tugas dan 
Iungsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3). membantu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pcngendalian, 
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi. 

(5) Ketentuan lebib lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Pasal 25 

Jabatan Fungsional sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 23, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

Pasal 24 

Pada masmg-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat clibentuk 
sejumlah kelornpok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan keterrtuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 
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(]) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh WaJikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian cliangkat clan 
diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleb Kepala Dinas. 
(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon l!b atau .Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama, 
(5) Sekretaris merupakan jabatan eselon ma atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon TTTb atau Jabatan 

Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian rnerupakan jabatan eselon [Va atau Jabatan 

Pengawas. 
(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat FungsionalAhli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural di lingkungan Dinas, bcrpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Pasal 30 

BAB VI 
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewe.nangan tertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 29 

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala 
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas. 

Pasal 28 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mcmatuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasao masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap Japoran yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan clipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan Japoran lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib clisampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi clibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawabnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 
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Diundaogkan di Kendarl 
pada tanggal, ?.. c; -1- 2022 

1 

2022 
Ditetapkan di Kendari 

al, 15 -1- l~;;i,RAF KOORDINASI .. ........ I 

f~O tNSTt.~.;s1 1 uur, Ka.iA 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangao Peraturan 
Walikota ini dengan penernpataonya dalam Belita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 
75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari [Berita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 75), dicabut clan dinyatakan tidak 
bcrlaku. 

Pasal 31 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
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s.ua 8AGTAH - PE.RENCA.NAA~,KEUANGAN 
DIN P€LAPORAN 

sua llAGJAN .__ ADNINl'SfAASJ. UMUM OAH 
KEPEGAWAIAH 

I I 
Im ANG ll!DANCI IPDANO lNRlNIAil DAii P!lll'ILl!ltGOAAAA!, e- T!IINOLOGnNPOllMASI, 

IIDM\lllll(ASI P\ltlUI( GOYellNMINT ICOl'!UlfDCAIJ DAii 
HIISANDIAII 

I I I 
SUB KOORDINTOR DAN SUB KOORDIH"?Ol PAN SUB KOOflDINTOR DAii 

KElONPOK JAIATAN KELOMPOK JAIUITAN l(ELOMPOKJABATAN 
ftJNGSIONAL l'UNGSlONAl FUNC.SXOIW. 

I I I I I I 

I I 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR ?.0 TAHUN 2022 
TANGGAL : 2. s - I - 2022 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI 
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